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Abstrak
 

Kajian di dalam tesis ini berangkat dari program privatisasi yang dijalankan di Indonesia sebagai wahana

untuk merevitalisasi dan memperbaiki kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu,

semangat di dalam privatisasi tidak hanya sekedar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN saja,

tetapi sebagai bagian dari administrative reform. Di dalam tesis ini, Peneliti mengemukakan dan

mengembangkan tiga gagasan. Pertama, privatisasi BUMN di dalam tertib hukum Indonesia. Dalam

uraiannya, gagasan ini diawali dengan mengemukakan keberadaan BUMN sebagai pengejewantahan norma

di dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peneliti

menemukan bahwa privatisasi di Indonesia merupakan administrative reform yang menitikberatkan pada

tujuan efisiensi. Kedua, privatisasi BUMN dan status kelembagaan dan keuangan BUMN. Privatisasi

BUMN, setelah Peneliti telusuri, ternyata telah mengakibatkan adanya perubahan di dalam status hukum

kelembagaan dan keuangannya. Untuk status hukum kelembagaannya, BUMN yang diprivatisasi telah

mengalami perubahan tujuan operasional dari non-profit oriented menjadi profit oriented. Oleh karena itu.

BUMN yang diprivatisasi telah mengalami perubahan status hukum kelembagaannya dari badan hukum

publik menjadi badan hukum privat. Sedangkan dari status hukum keuangannya mengakibatkan adanya

perubahan di dalam status hukum keuangannya dari keuangan negara menjadi keuangan privat. Ketiga,

paradoksalitas antara privatisasi BUMN dan konsepsi negara kesejahteraan di Indonesia. Sebagaimana kita

ketahui, pelembagaan negara kesejahteraan di Indonesia memberikan ruang kepada negara untuk

mengintervensi aspek kehidupan ekonomi masyarakat, seperti menyelenggaraan usaha-usaha penyediaan

barang publik. Selain itu, dengan menulusuri ide-ide demokrasi ekonomi yang digagas oleh the founding

fathers, privatisasi dengan melepaskan saham BUMN kepada pihak swasta saat ini, sebagai bagian dari

kampanye neoliberalisme, tidak sesuai dengan ide-ide demokrasi ekonomi tersebut. Namun dengan

formulasi dan komposisi yang tepat, privatisasi dapat disinergikan dengan semangat pelembagaan negara

kesejahteraan. Hal itu tertuang di subbab saran, dimana Peneliti merekomendasikan untuk melakukan

restrukturisasi (sejalan dengan gagasan privatization of management) tanpa melakukan divestasi.

......

This thesis is built from the studies of privatization program in Indonesia established to revitalize and

improve financial performances of State-owned Enterprises (SoE). In other side, the spirits that constitute

privatization program do not means improving SoE’s performances motive only, but also as a part of

administration reform in Indonesia. In this thesis, Researcher proposes and explores at least three ideas.

First, privatization is a part of legal order in Indonesia. Descriptively, this idea begins from the existences of

SOE which are institutionalized by Article 33 paragraph (2) The 1945 Constitution of Republic of

Indonesia. Then, privatization program must be traced to analyze its compatibility to the administrative
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reform’s principles. Researcher concludes that privatization is a part of administrative reform which

emphasizes the efficiency principle. Second, Researcher analyzes the correlation between privatization and

SoE’s legal entity and finance status. After analyzing those, Researcher proposes that privatization had

changed the legal entity and finance status. In legal entity perspective, privatized SoE changed its vision

from non-profit oriented to profit oriented. It means that privatized SoE has changed its legal entity status

from ‘badan hukum publik’ to ‘badan hukum privat’. In finance perspective, privatization scheme changes

finance status of SoE from public finance to so-called private finance. Third, there are paradoxes between

privatization of SoE and welfare state conception in Indonesia. As we know, welfare state conception gives

state more spaces to intervene economic spheres, such as providing the public goods. By tracing the ideas of

economic democracy which stated by the founding fathers, privatization as a part of neoliberalism campaign

does not conform to these ideas. However, by formulating the good formulation of privatization, we can be

sure that privatization can be compatible with welfare state conception and the economic democracy

principles. As Researcher suggests, privatization can be adjusted to so-called “restrukturisasi” (as

implementation of privatization of management) without divestment schemes in order to establish the ideal

privatization.


